Nara Sumber:

1. Ir. Hartono

2. Ir. Mugiono Marwan

Motivator :

1. Riza Bhinekawati

Ir. Hartono

· Kegiatan monitoring sudah ada sejak DJ Postel ada

· Kegiatan monitoring untuk mengetahui kebenaran penggunaan frekuensi

· Frekuensi harus dimanaje secara propesional

· Setiap Kanwil sudah ada balai monitoring

· Banyak penggunaan frekuensi yang sudah ditetapkan secara internasional tidak digunakan sebagaimana mestinya (dapat ditengah lautan, hutan dll) (frekuensi emergency, location)

· Penggunan (Univ)

· Tambahan

· Ada Keputusan Polri tentang PPNS

· Proses perizinan tidak memungkinkan di desentralisasikan

· Penyuluhan dapat dilakukan oleh Wilayah (dapat berupa Daerah tingkat I maupun tingkat II)

· Ir. Mugiono Marwan

· Kepmen 61/98 : Balai, Loka dan Satker

· Balai, Loka jabatan struktural; Satker bukan

· Bagaimana cara kepala satker dapat bekerja sama secara baik dengan penegak hukum di daerah.

· Agar memanfaatkan stasiun monitoring sebelum menggunakan frekuensi radio agar dalam operasional tidak mengalami gangguan

· Ada stasiun VSAT yang terganggu stasiun terresterial karena pembangunannya tidak memanfaatkan stasiun monitoring.

· Peralatan yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi.

· Mengharapkan kerja sama yang baik dengan lembaga semisal Mastel.

· Ada ancaman dari penerbangan luar akan memboikot pendaratan di Cengkareng jika frekuensi penerbangan tidak bersih

· Penghentian penggunaan frekuensi secara otomatis berarti frekuensi tersebut dikembalikan ke pemerintah.

· BHP sebagian digunakan untuk membiayai monitoring

· Bagaimana prosedur pengembalian frekuensi yang sudah dikembalikan ke Pemerintah.

· Tidak ada wajib lapor jika frekuensi tidak digunakan lagi.

· Tanggapan Balik terhadap Reza

· Sudah ada Kepdirjen Petunjuk Pelaksanaan Kerja Balai.

· Secara teknis Balai di bawah Dirjen Postel, tetapi secara pekerjaan harian di bawah Kaditbinfrek

Moderator (rangkuman)

Penegakan hukum harus ada peraturannya terlebih dahulu.

Kemungkinan penyuluhan hukum kurang

· Reza Bhinekawati

· Radio Converence Act Australia th.92

· Dalam UU Tel 36/96 Monitoring masuk dalam Bab Penyidikan

· RPP yang sudah dibuat belum mencantunkan Law Enforcement

· Hak dan Kewajiban Balai belum ada

· Peraturan harus disosialisasikan berikut tabel alokasi

· RPP belum secara spesific menetukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan frekuensi (masih disebutkan “menteri”)

· Desentralisasi perizinan

· YLKI Alokasi frekuensi relokasi, siapa yang mengganti eksisting

· UU Tel 36/99 : ada hak untuk konsumen (ps. 42) (ganti rugi dll)

· Hak-hak konsumen :

· Proses izin sederhana, singkat, proteksi jika sudah izin

· Penghentian Operasi Operator public jika harus dihentikan, siapa yang mengganti kepentingan konsumen

1. FLOOR

· Ayu (Ericsson)

· Apakah pelanggan telepon selular dikenakan biaya BHP

· Izin yang bagaimana yang akan disentralisasikan

· Jawab : Di luar frekunsi radio

· Apakah masukan dari reza dapat dimasukkan dalam RPP)

· Riza (Satelindo)

· Bagaimana pengaturan frekuensi di daerah perbatasan

Jawab : Agar dilaporkan ke Postel untuk dikoordinasikan dengan negara tersebut.

· Jika ada gangguan dari pengguna lain yang berupa harmonisa, bagaimana mengatasinya

· Jawab : Akan ditelusuri bagaimana kejadiannya

· Gangguan dari frekuensi mikrowave yang lebih dari 2 GHz mengingata perangkat yang ada

· Jawab : Saat ini sudah ada sampai 2,8 GHz keterbatasan antenanya.

· Jawab : Peralatan monitoring akan programkan dengan pemakaian frekuensi yang ada

· Penanganan gangguan frekuensi di daerah apakah melalui daerah atau pusat

· Jawab : boleh ke dua-duanya, sebaiknya langsung ke daerah untuk VHF mangingat real time. Untuk HF sedang dalam proyek untuk pengadaan perangkat monitoringnya

· Saran : Agar ada petunjuk dan format pelaporan gangguan

· Penanganan gangguan frekuensi sharing untuk Radio siaran (multi user)

· M

· H Sarip (Excelcomindo Pratama)

· Bagaimana cara sosialisasi UU tel 36/99

· Apakah ada koordianasi dengan Bea Cukai terhadap perangkat yang masuk

· Jawab : Sudah kerjasama antara Postel dan Bea Cukai

· Saran agar perangkat monitoring dapat memonitor semua penggunaan frekuensi radio

· Jawab : Saat ini mengacu pada ITU yang 2,7 GHz

· Jika memang perlu dapat dicantumkan dalam PP agar dapa diangarkan

· Toto (Litbang

· Usul agar mengacu pada UU 3/89

· PP ini untuk UU Tel 36/99

· Desentralisasi tidak bisa untuk frekuensi

· Bagaimana upaya DJ Postel dalam menangani gangguan (...PPNS)

· Ardian (Biro Hukum Dephub)

· Proses peradilan terhadap penggunan frekuensi ilegal.

· Jawab : Agar PP ini mencantumkan akibat penggunaan frekuensi

· Proses barang sitaan dapat mencapai 2 th.

· Sangsi yang diberikan hakim sangat ringan ( 3 bulan)

· Jawab : Dalam UU hanya mencantumkan Sanksi Maksimum.

· Penyuluhan :

· Jawab : Agar dalam RPP mencantumkan lembaga yang berkewajiban melaksanakan penyuluhan (saat ini dilakukan oleh wilayah tetapi tidak ada aturannya)

· Informasi Mugiono Marwan:

· Ada perangkat selular yang dapat menaikkan power tapi berdampak mengganggu kanal lain dalam band selular

· Saran Reza :

· DJ Postel agar diperkuat lembaganya (SDM, dana, dll)

· Mestinya DJ Postel dapat mengkoordinir law enforcement pelanggaran bidang telekomunikasi. (Contoh Australia)

· Pembuatan PP agar melalui public hearing, forum ini cukup baik sebagai awal reformasi

· Tambahan Hartono :

· Di Jerman petugas administrasi frekuensi dalam waktu singkat dapat menyerahkan perkara ke Kepolisian dan perkaranya dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu oleh pengadilan.

· Tambahan Mugiono M

· Kecepatan penanganan gangguan bergantung kepada komunikasi. Saat ini stasiun monitoring HF belum terintegrasi, belum automatic.

· Lembaga pembinaan frekuensi, broadcast dan industri telekomunikasi tidak dalam satu lembaga

· 6. Agus (Pusdikkom Polri)

· Jika ada lembaga pemegang frekuensi (payung) untuk merekomenasikan alkom apa yang cocok untuk digunakan di Polri, TNI atau swasta agar memudahkan pemeliharaan dan pengintegrasian perangkat yang di adakan 10 th kemudian.

· Sanusi D (LAPAN)

· Ada kebijaksanaan yang strategis dapat tidak disentralisasikan

· Jika pelaporan dapat langsung ke atas

· Form pelaporan untuk penggudangan

· Berti (Postel)

· Apakah ada referensi dari negara lain tentang lawenforcement

· Bagaimana melakukan lawenforcement terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi agar mayarakat pengguna jasa tersebut tidak dirugikan

· Rahman (Postel)

· Apakah pengguna frekuensi legal yang terganggu dapat diberikan kompensasi berupa diskon BHP untuk tahun berikunya.

· Jawab Mugiono Marwan:

· Postel memiliki Balai uji perangkat

· Agar dalam RPP alat komunikasi yang masuk tidak berikut frekuensi yang digunakan. Mengingat adanya frekuensinya kemungkinan tidak sesuai dengan alokasi Indonesia.

· Jawab Hartono :

· Perangkat untuk Polri (aparat) agar menggunakan alat yang spesific.

· Jika menggunakan perangkat yang diprogram frekuensinya, agar diprogram sendiri

· Adanya perbedaan alokasi frekunsi radio pada masing-masing zone

· Jawab Reza :

· Law enforment dimulai dengan komitmen sewaktu mendapatkan izin.

· Prosesnya law enforcementdapat berupa Mediasi Arbitrasi dll.

· Referensi ada, akan diberikan

· Ardian  (Biro Hukum)

· Dapatkah pelanggaran penggunaan frekuensi dapat diselesaikan ditempat. Mencontoh Polri dalam Pelanggaran Laulintas.

· Jawab YLKI

· Ada peraturan untuk pelanggaran ringan/perlindungan konsumen (berlaku th. 2000 PP-nya belum selesai)

SESSION II

· Agus P YLKI

· c

· Hartono (Binfrek)

· Acuan penegakan hukum di lapangan sangat bergantung pada hakim

· Bagaimana dukungan untuk kegiatan penyuluhan

· Pengguna frekuensi agar memiliki hak perlindungan hukum

· Pendanaan dari BHP sebenar cukup, ada kendala karena harus melalui anggaran negara, agar distate dalam PP

· Perangkat monitoring seharusnya memiliki spesifikasi teknis yang handal (lebih dari perangkat yang ada); sebaiknya dibuat di dalam negeri, tetapi Produsen (PT.INTI) tidak dapat memenuhi Spesifikasi teknis yang diinginkan

· Mugiono M (Balai)

· Pembenahan Frekuensi agar secara menyeluruh termasuk Hankam;

· Penataan frekuensi merupakan hak tunggal Pemerintah (DJ Postel), agar ABRI tidak dapat menggunakan seenaknya.

· Reza

· Regulasi yang kuat

· USO dibayarkan secara merata terhadap operator, ada target yang disepakati bersama antar operator, 

· Pendanaan dapat menggunakan BHP Frek dan Jastel (melalui Program)

· UU No.36/99 agak rancu dalam hal perlindungan konsumen

· Badan Regulatori Madiri yang dikehendaki sebenarnya DJ Postel yang diperkuat (untuk memfasilitasi kerja antar operator)

· H. Sarip (Excelcomindo Pratama)

· Pendanaan untuk monitoring melibatkan operator (BHP)

· Sitompul (Satelindo)

· FCC (sebagai independent body di Amerika) sudah memiliki teknologi......, juga di Hongkong

· Pendanaan dapat diantipasi dengan cara menyewakan perangkat monitoring kepada operator

· H. Santoso (Postel)

· Dana USO bentuknya apa ? Dikaji lebih dalam penggunaannya.

· Unit usaha

· Pemanfaatan pola PT. Pos untuk mengelola dana 3% dari BUMN untuk pengusah kecil

· Penanganan TV yang menunggak BHP

· Apakah konsumen “ini” yang perlu dilindungi.

· RPP merupakan produk politik, Posisi Postel hanya sampai menyiapkan RPP selanjutnya dibahas oleh Sekneg dengan melibatkan antardep yang berkaitan

· Agus

· RPP agar menjelaskan bahwa tidak ada biaya-biaya lain selain biaya resmi.

· BHP TV swasta : “hutang harus dibayar”; kalau perlu cabut saja YLKI tidak akan mendemo

1. PERALATAN MONITORING PERLU DISESUAIKAN KEMAMPUANNYA DENGAN PERALATAN YANG DIMONITOR. HARUS LEBIH CANGGIH DARI PERALATAN YANG BEREDAR DI MASYARAKAT.

2. PERLU PERATURAN YANG MENGHARUSKAN PENGEMBALIAN PENGGUNAAN FREKUENSI BILA FREKUENSI TERSEBUT TIDAK DIPAKAI LAGI

3. SUPAYA DIPERTEGAS HAK DAN KEWAJIBAN MONITORING

4. SEBAIKNYA DIADAKAN SOSIALISASI MENGENAI ALOKASI FREKUENSI

5. DENGAN MENGHADAPI OTONOMI DAERAH SUPAYA DIPERTEGAS TUGAS-TUGAS WEWENANG DAN HAK-HAK PERIZINAN APA YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH

6. PERLU DIBUAT PROSEDUR BAGAIMANA MELAPORKAN INTERFERENSI DAN FORMATNYA.

7. PENGATURAN DAN SYARAT PERALATAN YANG MASUK KE INDONESIA, PERLU KERJASAMA DENGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

8. SDM PPNS PERLU SELALU DI-UPGRADE SESUAI DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI SERTA PERKEMBANGAN PERALATAN YANG ADA.

9. PERLU DIBENTUK LEMBAGA LAW ENFORCEMENT ADVISING COMITEE YANG TERDIRI DARI INSTANSI / BADAN TERKAIT.

10. UNTUK MENYEDERHAKAN PROSES  PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNA FREKUENSI RADIO YANG MENYIMPANG DAPAT DITERAPKAN SISTEM TILANG.

11. UNTUK MENAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT / KHUSUSNYA PENGGUNA FREKUENSI PERLU DIBENTUK KONSULTASI PUBLIK YANG MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA KONSEP PERATURAN PEMERINTAH/KEPUTUSAN MENTERI/KEPUTUSAN DIRJEN, DLL

12. PENDAPATAN DARI BHP FREKUENSI RADIO, SEBESAR-BESARNYA DIMANFAATKAN UNTUK KEPERLUAN OPERASI DITJEN POSTEL SERTA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MONITORING NASIONAL.

13. KONSUMEN BERHAK MENGAJUKAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEPADA PENYELENGGARA TELAKOMUNIKASI ATAS KESALAHAN DAN/ATAU KELALAIAN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN.
